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T. ARTI PENELUSURAN LITERATUR HUKUM

Setiap kali kita sebagai ahli hukum menghadapi suatu masalah

atau suatu perscalan, kita diharapkan membicarakan segi-segi
hukum dari masalah tersebut. Kita ditantang menemukan
kaedah hukum yang berlaku terhadap persoalan itu, menjelas-
kan arti dari kaedah hukum itu dan memberi petunjuk tentang
pelaksanaannya atau penerapannya terhadap masalah tersebut.
Usaha menemukan kaedah hukum, terutama yang tertulis,

- merupakan usaha yang dinamakan penelusuran literatur hukum.

Penelusuran literatur hukum tidak merupakan suatu ilmu vyang
ghaib, melainkan merupakan ilmu vyang diperocleh dari penga-

laman, dari percobaan, keéesalahan dan perbaikan. Beberapa

petunjuk dapat diberikang beberapa jalan pintas  dapat
ditempuh, akan tetapi tidak terdapat suatu cara yang mutlak .
perlu, kecuali kecermatan dan kecerdasan. Setiap ahli hukum
diharapkan fasih melakukan penelusuran literatur hukun,
terutama supaya ia dapat mempertanggung jawabkan kebenaran
ucapannya (nasihatnya, tulisannya, putusannya) dari segi
hukum. Akan +tetapi bukan hanya ahli hukum yang dapat
melakukan penelusuran literatur hukum. Orang lain pun dapat

-melakukannya dengan baik.

Karena kita dalam melakukan penelusuran literatur hukum
harus mengolah bahan-bahan tertulis, banyak masalah yang
dihadapi berkisar terhadap bahasa, terhadap arti dan pema-
kaian istilah. Baik peraturan perundang-undangan, perjan-
jian, yurisprudensi, risalah legislatif, maupun karangan
ahli hukum mempunyal kekhususan bahasa. Kita menemukan
kekhususan Jbahasa ini berulang kali dalam bahan hukum dan
usaha kita menemukan kaedah hukum yang berlaku akan diper-
majukan kalau kita berhasil mengenal kekhususan tersebut

. serta mengerti batasan—batasannya.
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Sesudah kita menemukan sesidatu vang kiranya bersangkut paut
dengan persoalan vang ditelitil, baik yang langsung membica-—-
rakan masalah yang kita hadapi maupun yang karena kekhususan
bahasa tadi dapat diduga berpengaruh terhadap penyelesaian
masalah tersebut, maka kita harus menentukan sejauh mana

hal-~hal yang ditemukan itu dapat dipercayakan atau diandal-

kan.. Kita harus mencari apakah kaedah yang ditemukan pernah
ditafsirkan, pernah dijelaskan, pernah diubah atau pernah
dibatasi, biar dalam bahan hukum yang sedang dipegang/dibaca
ataupun dalam bahan hukum lain, Suatu peraturan, seumpama-
nya, hampir selalu didasari suatu undang-undang atau suatu
peraturan yang lebih tinggi.

Sebelum kita dapat mengerti peraturan itu seringkali kita
harus mempelajari undang-undang atau peraturan yvang lebih
tinggi tersebut. RKalau peraturannya pernah diperkarakan,
kita harus mencari dan mempelajari putusan pengadilan atau
yurisprudensi tentang hal itu. Yang menjadi kesulitan dalam
usaha ini adalah kenyataan bahwa biasanya kalau kita sudah
menemukan sesuatu bahan hukum yang berkaitan dengan persoal-
an yang diteliti kita tidak menemukan isvarat tentang dimana
bahan-bahan lain vyang Jjuga berkaitan dapat ditemukan.
Disini kefasihan kita menelusuri bahan menjadi amat pentings
kita harus menjelajah guna mengungkapkan hubungan-hubungan
di antara satu bahan hukum dengan bahan-bahan hukum vyang
lain, di antara satu ucapan hukum dengan ucapan hukum yang
lain. :

Hubungan~hubungan tersebut merupakan gejala dari setiap
sistem hukum, dan setiap sistem hukum pula akan memperlihat-
kan satu perangkat hubungan vang khas. Kekhasan ini harus
dimengerti serta diamati oleh orang yvang hendak menelusuri
literatur hukum sistem itu., Kita harus menvadari pula bahwa
hubungan tersebut tidak selalu terlihat dengan jelas seperti
jalan dalam peta kota. Kita sering akan perlu mengungkapkan
hubungan tersebut dengan cara beranalogi, karena masalah
vang ditangani atau persocalan yang diteliti belum pernah
secara eksplisit dibicarakan dalam bahan hukum. Dengan
begitu kita diharapkan menilai sejauh mana kaedah—-kaedah
hukum vang ada, vang ditujukan kepada ataupun yvang membica-

. rakan hal-hal lain, dapat dikatakan berlaku juga terhadap

permasalahan yang kita hadapi.

Biarpun telah ditemukan satu atau beberapa kaedah hukum

tertulis yang menyangkut permasalahan itu, pekerjaan penelu-
suran belum selesai. Kita akan selalu berhadapan dengan
kenyataan bahwa bahasa hukum memungkinkan berbagai macam
penafsiran dan bahwa usaha penafsiran itu sendiri dapat
menentukan penyelesaian berdasarkan hukum. Dengan demikian,
kita harus selalu berusaha menyadari segala macam penafsiran
yang dapat diterapkan atas kaedah vang dianggap penting dan
harus bersedia menelusuri bahan tambahan vang dapat memper-
kuat ataupun membatasi setiap penafsiran itu. Dalam hal
ini, ada baiknya kita mawas diri tentang dua sikap yang amat
penting dalam melakukan penelusuran literatur hukum, ialah,
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pertama bahwa kita harus luwes and kedua bahwa kita harus
hindari prasangka. Kita harus luwes karena dalam mencari
kaedah hukum dan hubungan antar kaedah hukum, kita akan
sering menempuh jalan buntu, sering menemukan hal-hal yang
sepertinya tidak penting akan tetapi belakangan disadari
sebagai hal-hal yang menentu, dan sering baru akan mengerti
apa yang kita cari sesudah kita menemukannya. Kita harus
hindari prasangka atau dalam kata lain menahan diri dari
kesimpulan vang terlalu dini, karena hasil ‘penelusuran

literatur hukum vyang baik adalah satu uraian terperinci

tentang keadaan kaedah-kaedah hukum yang menyangkut suatu
permasalahan dengan secara konsekwen mencerminkan semua
ciri-ciri kaedah tersebut, termasuk baik ketegasan dan
kekuatannya maupun kekaburan dan kelemshannva. Dalam
menelusuri . literatur hukum . kita berusaha menggambarkan
“segala ‘hal yang mungkin mempengaruhi penyelesaian hukum
~terhadap suatu permasalahan, segala ‘hal vyang meérupakan
pilihan yang diizinkan oleh hukum, segala faktor vang
dianggap penting oleh hukum dan tata cara hukum memperlaku-
kan faktor tersebut. Pada saat kita melakukan penelusuran
kita tidak diharapkan menyelesaikan permasalahan, melainkan
diharapkan menemukan dan menjelaskan segala macam cara
penyelesaian yang dimungkinkan oleh hukum. :

II. PENELUSURAN LITERATUR HURUM - PENDERATAN UMUM

Sebelum kita dapat betul-betul mengerti suatu masalah hukum,
baik vyang dihadapi dalam kantor atau biro hukum, dalam
pengadilan, dalam badan legislatif, dalam perguruan -tinggi
maupun dalam kehidupan sehari-hari, harus terlebih dahulu
ditentukan dan mempertimbangkan fakta-fakta apa vang relevan

terhadap masalah itu. Biarpun suatu prinsip hukum sudah

- jelas, perbedaan dalam kenyataan dapat mengakibatkan penve-
lesaian hukum vang berlainan. Penyelidikan dan pengusutan
tentang fakta apa vang terdapat dalam satu situasi atau
keadaan yang dipersoalkan harus selalu mendahului penelusur-
an literatur hukum. Setelah fakta-fakta itu. ditemukan,
faktanya harus disaring ~-- fakta yang mana vyang penting
menurut hukum  -- harus disusun -- supaya dapat dikaitkan
satu sama lain menurut hubungan yvang dianggap penting oleh
hukum ~-~ dan harus dinilai ~- tentang pemanfaatannya dalam
usaha mencari kaedah hukum. Biasanya, kita harus mengiden-
tifikasikan empat kelompok fakta: '

1. Barang atau hal yang dipersoalkan: apakah tanah, harta,
kedudukan, wewenang, ketertiban, kesusilaan, dsb.

2. Dasar Tuntutan atau Pembelaan yang diajukan: apakah
janji, kelalaian, tanggung jawab, kekebalan, persyaratan,
dsb. e

3. Upaya hukum yang dikehendaki: apakah ganti rugi, bantuan,
hukuman, pelaksanaan janji, penertiban, dsb.
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4. Orang atau .pihak yang terlibat: apakah perorangan atau
kelompok orang, golongan khusus seperti pejabat, pengu-
saha, buruh dan majikan, konsumen atau suami-isteri,

golongan hukum seperti belum dewasa atau kurang wajar.

atau lembaga seperti -instansi, kota, desa atau badan
hukum. ' '

Hasil identifikasi‘ini, disamping mémperjelas persoalannya,
dapat juga memberi petunjuk kepada kita dalam pemakaian alat
penelusuran seperti indeks subyek atau daftar 1isi buku
hukum. '

Setelah kita selesai menentukan dan menyusun fakta-fakta
vang dinilai penting, kita harus menentukan persoalan-
persoalan hukum yang mana yang mungkin timbul dari keadaan
yang bersangkutan. - Setiap keadaan dapat menvangkut heherapa
hubungan menurut hukum dan kita harus mengidentifikasikan
serta memperjelaskan setiap satu.

Di sini kita akan mulai memakai bahan tertulis guna mengga-
riskan ruang-lingkup permasalahan. Biasanya kita akan
berkonsultasi dengan bahan tertulis yang agak umum sifatnya
seperti buku, artikel majalah atau entri kamus dan ensiklo-
pedi dalam wusaha memperoleh satu gambaran umum tentang
persoalan-persoalan hukum yang harus diperhatikan dalam
setiap bidang permasalahan. Seumpamanya kalau masalah yang
ditangani atau meneliti menyangkut majikan dan kuruh, kita
dapat membaca bahan pengantar hukum perburuhan guna mencari
hubungan apakah di antara mereka yang dianggap penting oleh
hukum, :

Dalam satu kegiatan yang bersinambung, kita dengan berpang-
kal tolak dari bahan umum tersebut akan mulai mendalami
persocalannya pertama-tama dengan mencari bahan sekunder,
seperti analisa ahli, vang membicarakan faktor-faktor vang
penting secara lebih terperinci dan akhirnva dengan mencari
bahan primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yurispru-—
densi dan perjanjian, yang mengandung kaedah hukum yang
dapat menyelesaikan masalahnya. Dalam mencari bahan primer
itu kita dapat memakail berbagai macam cara penelusuran.
Seumpamanya kita dapat mulai dengan satu indeks atau daftar
isi yang disusun berdasarkan subyek. Misalnya kalaun kita
berusaha menentukan apakah ada peraturan yang mengatur
sangsi terhadap pemutusan hubungan kerja secara tidak sah,
kita akan cari subyek BURUH, lalu mencari subyek HUBUNGAN
KERJA, lalu mencari subyek PEMUTUSAN, dan akhirnya mencari
subyek SANGSI. Di bawah (Bagian IV) dijelaskan sifat dari
beberapa indeks subyek dan alat-alat yang lain yang tersedia
untuk penelusuran hukum Indonesia. Di bawah (Bagian III)

dijelaskan pula sarana penelusuran seperti perpustakaan dan

pusat dokumenta51 hukum yang tersedia di Indonesia. Sebelum
kita langsung membaca bahan primer seperti peraturan atau
vurisprudensi, kita dapat menghemat waktu dengan mencari
bahan pembantu yang menguraikan isinya secara singkat
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- seperti abstrak peraturan (Lihat IV.A.5.b. dibawah) ataupun
rangkuman yurisprudensi (lihat IV.B.2.b dan IV.B.2.d diba-
wah) supaya kita hanya memakai waktu kita untuk membaca
bahan yang relevan saja. Sesudah kita menemukan dan membaca
bahan primer yang penting, kita akan ingin mencari bahan
penafsiran yang barangkali terdapat dalam bahan umum atau
karangan ahli yang kita sudah memperoleh akan tetapi terda-
pat juga di tempat lain seperti memori penjelasan, risalah
legislatif, laporan komisi penyusunan rancangan atau pun
petunjuk/fatwa kantor pelaksana.

Kalau dalam usaha ini kita berhasil menemukan kaedah hukum
. yang bertepatan dengan permasalahan vyang diteliti, kita
masih akan ingin menentukan apakah kaedah itu masih berlaku.
Untuk itu kita akan perlu menelusuri kemutakhiran dari
kaedah itu melalui alat seperti indeks citation atau
‘regierings almanak atau melalui peraturan perundang-undangan
yang lain yang mengatur hal yang sama pada waktu sesudah
kaedah itu diucapkan untuk pertama Kkalinva. Dan pada
akhirnya, kita akan berusaha menguji hasil penelusuran kita

dengan melakukan usaha penelusuran tambahan guna mencari
bahan atau kaedah hukum lain yang dapat juga memain peran
dalam penyelesaian persoalan yang kita menangani atan
meneliti.

ITI. SARANA PENELUSURAN

Orang vang mencoba melakukan penelusuran literatur hukum di
Indonesia akan langsung berhadapan dengan kenvataan -bahwa
sarana yang tersedia belum sepenuhnya mendukung usaha
penelusuran. Sarana sepertl perpustakaan dan pusat dokumen-
tasi masih dalam pengembangan dan masih menghadapi banyak
masalah dan tantangan. Ada baiknya orang vang hendak
melakukan penelusuran literatur hukum Indonesia dengan haik,
mengambil waktu untuk mempersiapkan diri dalam dua hal:
Pertama: berusaha mengunjungi, memakai dan membiasakan
diri dengan lembaga sarana penelusuran yvang ada di Indone-
sia, baik mengenai ruas-lingkup kcleksinya, cara administra-—-
sinya, cara pengolahan bahannya dan perhatian khususnya, dan
Kedua: berusaha mengerti dan memperhatikan usaha yang
.sedang dilakukan atau yang dapat di lakukan di Indonesia
untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memperbaiki sarana
penelusuran tersebut seperti usaha mewujudkan Sistem Jaring-
an Dokumentasi dan Informasi Nasional dan usaha menciptakan
alat-alat penelusuran yang baru. Pengambilan waktu untuk
usaha ini, dalam jangka panjang dapat meletakkan dasar untuk
hubungan lancar di antara kita sebagai ahli hukum atau
peneliti hukum vyang selalu memerlukan bahan tertulis dan
ahli ilmu informasi yang menyimpannya dan mengolahnya dalam
bentuk alat penelusuran. Kalau hubungan ini dapat lancar,

pekerjaan kita dalam menelusuri literatur hukum menjadi jauh

lebih mudah.
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Untuk membantu dalam usaha ini, di bawah didaftar beberapa
bahan bacaan vang dapat membuka mata kita terhadap usaha
pengembangan sarana penelusuran di Indonesia. Didaftar pula
beberapa tempat perpustakaan atau pusat dokumentasi yang
koleksi hukumnya menarik, sehingga ada baiknya sering
dikunjungi dan sering dimanfaatkan.

A. PERPUSTAKAAN

1. Zultanawar
"Fungsi dan Crganisasi Perpustakaan dan Dokumentasi”
Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (1976), Hal., 1-8

2. Soekanto, Socerjono dan Sri Mamudji
Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Didalam Penelitian
Hukum
Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (1979}, Hal. 1-37

3. Hornick, Robert W.
Report on the Condition of University Law Libraries in
Indonesia, 1971
Bandung: (1971), Hal. 1-27

4. Reksodiputro, Mardjono dan Gregory Churchill
“Pengembangan Sarana Perpustakaan Hukum dan Dokumen-
tasi Hukum"

Seminar Pola Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan.
Aceh: Badan Pembinaan Hukum Nasicnal (1976), Hal.
201-218

5. Pusat Dokumenta51 Ilmiah Nasional
Direktori Perpustakaan Khusus dan Sumber Informasi di

Indonesia

Jakarta: Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional, Lembaga
- Ilmu Pengetahuan Indonesia (ke-7, 1987) xxxviii + 494
hal.

PERPUSTAKAAN DENGAN KOLEKSI HUKUM BAIR

Perpustakaan Fakultas Hukum Negeri: Terutama UI, UGM,
. UNPAD dan USU.

Perpustakaan Fakultas Hukum Swasta

Perpustakaan Nasional

Perpustakaan DPR-MPR

Arsip Nasional

Perpustakaan Mahkamah Agung

Lembaga Rriminologi UI

Pusat Dokumentasi Hukum - FHUI

Perpustakaan Departemen-Departemen.
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B. DOKUMENTASI

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Manual Unit Jaringan Dokumenta51 dan Informasi Hukum.
Jakarta: BPHN (1988) '

Modul I - Pedoman Prosedur Kerja Pusat Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum,
52 hal.
Modul IT - Pedoman Pengumpulan Bahan Kegiatan
( Prakatalogan}, 40 hal.
Modul III ~ Pedoman Pengolahan
Sub-Modul IITA - Pedoman Teknis Pengatalogan

Bahan Pustaka dan Pascakatalogan
(Berdasarkan UDC), 93 hal.
Sub-Modul IITIB -~ Pedoman Teknis Pengatalogan
Peraturan Perundang-undangan,
. 44 hal. _
Sub~Modul IIIC - Pedoman Teknis Pengatalogan Bahan
Pustaka dan Pascakatalcgan
{Berdasarkan DDC), 85 hal.

Modul IV . - Pedoman Pelavanan Informasi, 8 hal,
lamp.
Modul Vv - Sarana Kerja Unit Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum, 37 hal.

2. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kurikulum & Silabus Penataran Tenaga Tehnis Doku-
mentasi Hukum Tingkat Dasar - Madya - Lanjutan.
Jakarta: BPHN (1985), 35 hal.

PUSAT DOKUMENTASI HUKUM

Pusat Dokumentasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia {(PDH-FHUI)

Pusat Dokumentasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional
- (Pusdok~-BPHN)

Sekretariat Negara

Biro Hukum, Departemen-Departemen

Biro Hukum, Sekretariat Wilayah di Daerah

Badan Pembinaan Hukum ABRI (BABINKUM-ABRI)

Iv. CARA PENELUSURAN/SUMBER BAHAN

Untuk setiap macam bahan hukum, seperti peraturan perundang-
undangan (termasuk peraturan pusat, peraturan daerah dan
peraturan zaman penjajahan), yurisprudensi, perjanjian,
dsb., di bawah didaftar dua hal: pertama alat-alat, berupa
katalog, indeks, petunjuk, dan lain sebagainya, yang dapat
membantu kita dalam usaha mencari/menelusuri bahan hukum,
dan kedua macam-bentuknya bahan itu sendiri, seperti terbit-

_an resmi (lembaran negara, lembaran‘daerah dsb.) dan
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" terbitan swasta, seperti himpunan, kumpulan, edaran berkala,

dsb. Yang pertama harus dikenal supaya pekerjaan kita dapat
dipercepat dan dipermudah dan yvang kedua harus dikenal
supaya kita dapat memilih bahan yvang daya lakunya pallng
kuat, ialah yvang paling authoritative.

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. PERATURAN PERUNDANG—UNDANGKN PUSAT

a. ALAT PENELUSURAN

1)

2)

3}

4)

5)

6)

7)

(}/

Katalog Kartu Peraturan Perundang-Undangan (di
PDH-FHUI dan Pusdok- BPHM)
a) Katalog Kronologis Hierarkis
Lama
b} Katalog Xronclogis Hierarkis
Baru

¢) Katalog Subyek Lama

d) Katalog Subyek Baru

Katalog Lembaran Negara SETKAB/PDH-FHUI

Informasi Peraturan Perundang—Undangan Republlk

Indonesia. - Jakarta: PDH-FHUI (mulai 1973)

a) Newsletter PDH-FHUI 1973/74

b) Informasi PDH-FHUL 1975-19876
c) Informasi PDH-FHUI 1977-dan seterusnya

Daftar Subyek Peraturan, Perundang-undangan
Pusat. Jakarta: PDH-FHUI (mulai 1978).

Koleksi Mikrofis Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Jakarta: PDHE-FHUI (1987).
a) Daftar Isi Kartu-kartu Mikrofis (Bagian A)
Berdasarkan Nomor, 224 hal.
b) Indeks Rartu-kartu Mikrofis (Bagian B)
Menurut Bentuk, Tahun dan Nomor Peraturan
~ (5 Jilid) 1904 hal.

Indonesia. Departemen Kehakiman.

Himpunan Daftar Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia

Jilid I - 1945-1972 ZKronologis

Jilid II - 1945-1972 Menurut Subyek

Jilid TIII - 1945-1976 Menurut Abjad.

Indonesia. Direktorat Jenderal Hukum dan
Perundang Undangan

INFORMASTI Peraturan Perundang Undangan Republik
Indonesia
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8) Koesnodiprodjo:
Daftar Penundjuk (Klapper) akan Undang—undang,
Peraturan-peraturan, Penetapan—-penetapan Peme-
rintah Republik Indonesia. Yogvakarta: oleh
Pengarang (1949} 56 hal.

9) Sutan Arbi, Nahar dan R. Satjaprawira
Penolong Untuk Memudahkan Mentjari Kependekan
Isi Lembaran~Lembaran Negara R.I. jang Dikeluar-

kan Sedjak Dari Tahun 1950
Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia
(1955) 98 hal.

10) Pringgodiredjo, S.
Buku Penundjuk (Klapper) menurut Abdjad kepada
Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Jakarta: Tripitaka (1956) 151 hal.

11) Marsono :
Petunjuk Peraturan Perundang-Undangan Negara
Republik Indonesia
Jakarta: Ichtiar Baru {(1977), 301 hal.

12) Buku Petunjuk Lembaran Negara Aceh.
Banda Aceh: Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah-
/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

a) 1962-1971 (1976) 339 hal.
b) 1972-1976 (1977} 124 hal.

13} Indonesia. Departemen Penerangan. Direktorat
Publisitas,
Daftar Peraturan Perundangan RI Tahun 1971
{Siaran Umum VI) .

14) Pusat Dokumentasi Hukum
Indeks Subvek Peraturan Departemen Keuangan
1960-1964
Jakarta: PDH-FHUI (1974) 58 hal.

15) Badan Pemeriksa Keuangan
Daftar Himpunan Peraturan pada Bagian Hukum/-
Dokumentasi
Jakarta: BPK (1974) 73 hal.

16) Badan Pembinaan Hukum Nasional : '
Daftar Subyek Peraturan Perundang-Undangan R I.
1968-1975
Jakarta: BPHN (1978?) 120 hal.

17) Indeks-indeks dari Departemen-Departemen.
“ a) Departemen Dalam Negeri
Warta Katalog Peraturan Perundang-—
undangan (Terbitan Berkala)
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b)

c}

d}

e)

£}

q)

h)

i)

Departemen Kesehatan

i) Indeks Beranotasi dari Peraturan
dan Perundang-undangan Bidang Kesehatan
Kesehatan dan Kedokteran. Jakarta:
Departemen Kesehatan (1981), 67 hal.

ii) Indeks Beranotasi dari Peraturan dan
Perundang-undangan Bidang Kesehatan dan
Kedokteran serta Peraturan Perundang-
undangan lainnya vang berkaitan dengan
Pelaksanaan Tugas Pokok Departemen
Kesehatan. Jakarta: Departemen
Kesehatan (1982).

Departemen Keuangan

Informasi Peraturan Perundang-undangan

.Departemen Koperasi

Indeks Keputusan/Ins. Menkop

[Terbitan Berkala]

Departemen Perdagangan

Indeks Rumulatif Keputusan Menteri Per-
dagangan. Jakarta: Departemen Perdagangan
(1986) .

Departemen Perhubungan

i) Indeks Tingkat Keputusan Menteri dan
Instruksi Menteri Bidang Perhubungan
1980-1983

“ii) Indeks Tingkat Keputusan Menteri dan

Instruksi Menteri bldang Perhubungan
1984

Departemen Perindustrian

Daftar SK Menteri Perindustrian Tahun 1976

s/d 1980.

Departemen Pertambangan dan Energi

Lembaran Informasi Hukum Departemen Per-—

tambangan dan Energi [Terbitan Berkalal
Departemen Pertanian _
Informasi Hukum Peraturan Perundang-undangan

bidang Pertanian

b. BAHAN PRIMER

1) Terbitan Berkala - Pusat

a)
b)
c)
d)
e)
£)

Himpunan Koesnodiprodjo
Lembaran Negara

Tambahan Lembaran Negara
Himpunan Peraturan Negara
Berita Republik Indonesia
Berita Negara

2) Himpunan Departemen

a)

b)

«C)

Seri Berkala
Himpunan Sektoral
Koleksi Lembar Lepas

3) Himbunan Swasta/Perorangan

4) Harian/Mingguan Legislatif
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2. PERATURAN DAERAH
a. ALAT PENELUSURAN
1) Katalog Kartu Pusdok-BPHN -
2) Katalog Subyek Pusdok-BPHN
3} Katalog Kartu PDH-FHUI/PUOD
Jawa — Sumatra
4) Katalog Kartu PDH-FHUI/PUCD
Luar Jawa ~ Sumatra
5) Katalog Subyek PDH-FHUI
6) Informasi PDH-FHUI 1977, 1978
7} Aceh (Biro Hukum pada Sekretariat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh)
Buku Petunijuk Lembaran Daerah Proplnsi Daerah
Istimewa Aceh 1957-1974
Banda Aceh: (1974), 95 hal.
8} Departemen Dalam Negeri
Warta Katalog Peraturan Perundang-undangan
9) Terbitan Berkala dari Sekretariat Daerah
a) Aceh
Informasi Peraturan
b) Sumatera Utara
Warta Perundang-undangan dan Informasi Hukum
¢) Sumatera Barat ‘ S
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
d) Riau
Berita Penerbitan Informasi Hukum dan
Perundang-undangan
e) Jambi
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
£f) Bengkulu
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
g) Lampung
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
h) Jawa Barat
Warta Pusat Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Jawa Barat
1) Yogyakarta
Informasi Peraturan Perundang-undangan
j) Jawa Tengah
Informasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
k) Jawa Timur
¥ Informasi Hukum dan Perundang-undangan
1) Jakarta
Informasi Peraturan Perundang-undangan
Baca Vol. 13,"No. 1 - 2, 1988 11
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m)

n)

o)

p)

q}

r}

s}
t)

u)

v)

Kalimantan Barat

Media Perundang-undangan

Kalimantan Timur :

i) Berita Penerbitan Pemerlntah Daerah
1i) Informasi Peraturan Perundang-undangan
Kalimantan Selatan

Bulletin Informasi Hukum dan Perundang-
undangan

Bali ' '
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
Nusa Tenggara Barat '
Informasi Hukum dan Perundang—undangan
Timor Timur .

Informasi Hukum dan Perundang-undangan
Sulawesi Tengah ‘
Informasi Hukum dan Perundang-undangan
Sulawesi Selatan ’

Informasi Peraturan Perundang-undangan.
Sulawesi Utara . _

Warta Informasi P@runaang—undanqan dan SJDI
Hukum _

Irian Jaya

Informasi Peraturan Perundang undangan

b. BAHAN PRIMER

1) Lembaran Daerah

2) Himpunan Peraturan Daerah

3) Bulletin Peraturan Daerah

4) Tambahan Berita Negara

3. PERATURAN ZAMAN PENJAJANIAN

a. PERATURAN ZAMAN HINDIA BELANDA

1) ALAT PENELUSURAN

a)

b)

c}

Regierings Almanac 1942

Hekmeiijer, F.C. '

Nieuwe Klapper of de Indische Staats—-en
Bijbladen (Bijgewerkt tot 1 Januari 1933)
Semarang: G.C.T. van Dorp (1933), 250 bb.

Hekmeljer, F. C.

Alphabetisch Register op de Staats—Bljbladen
van Nederlandsch-Indie -

{(Staatsblad 1816 t/m 1925}

{(Bijblad No. 1 t/m 10845)

Nijmegen: F.E. Macdonald (1926), 384 bb.
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d)

e)

f)

Scheltema de Heere, G.A.N.

Albrecht's Klapper op Het Staatsblad van
Nederlandsch~Indie en op Het Bijblad op dat
Staatshlad _

(Jaarvervolg over den SB.- Jaargang. 1924 en
het BB-Deel LXII)

Leiden: A.W. Sijhoff's (19257}, 287 bb.
(Taarvervold over den SH-Jaargang 1922 en het
BB-Deel LIX)

Leiden: A.W. Sijthoff’'s (1923), 209 bh.

Tobi, A.C.

Klappers of the Rijksbladen van de Rijken
Jogjakarta en Pakoe-Alaman 1216 t/m 1932
Djokdja: Buning (1933} 1416 bb.

Wellen, J.W.J.

Zuid-Sumatra

overzicht van de Literatuur der Gewesten

Benkoelen , Djambi, de Lampoengsche

Districten en Palembang. '

Deel II: Loopende van 1918 tot en met 1925.
s—-Gravenhage: de Nederlandsche Boeken
Steendrukkerij (1928) 792 bb.(Uitgave van het
Zuid-Sumatra Institut)

2) BAHAN PRIMER

a)

b)

c)

d)

Terbitan Berkala

i} Staatshlad

ii) Bijblad

1ii) Javaasche Courant
iv} Rijksbladen

Himpunan Resmi

Himpunan Swasta/Perorangan

Himpunan Dwi-Bahasa

b. PERATURAN MASA PENDIDUKAN JEPANG

1) ALAT PENELUSURAN

2) BAHAN PRIMER

a)

Terbitan Berkala
i) Xan Po
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PENGATALOGAN PERATURAN

Ada baiknya peneliti hukum mengerti pocla pengatalogan
(katalogisasi) yang dipakai ataupun vang dapat dipakai
untuk menyusun satu koleksi bahan peraturan. Pengeta-
huan ini dapat dipakai untuk lebih mengerti susunan
koleksi orang lain maupun sebagai dasar penyusunan
koleksi kita sendiri.

a} Badan Pembinaan Hukum Nasional
Manual Unit Jaringan Dokumenta51 dan Informasi
Hukum ,
Modul III: Pedoman Pengolahan
Sub~-Modul IITB: Pedoman Teknis Pengatalogan
Peraturan Perundangan-undangan Jakarta: BPHN
{1988) 44 hal.

b) Hardjoprakoso, Mastini dan Winarti Partaningrat

Pedoman Katalog Induk Peraturan Perundang-Undangan
Jakarta: BPHN {1978), Hal. 1-22

¢}y Tairas, J.W.B. . .
Pedoman Kataloglsas1 Peraturan Perundang-Undangan
Jakarta: BPHN (1978), Hal 1-52

PENENTUAN KEMUTAKHIRAN PERATURAN

Setiap kali kita menemukan kaedah hukum yang berkaitan
dengan permasalahan yang kita menangani atau meneliti,
kita dihadapkan dengan kebutuhan menentukan apakah
kaedah itu masih berlaku dan kalau memang masih
berlaku, apakah pernah terjadi perubahan ataupun
pempatasan terhadapnya. Untuk keperluan ini, kita
tergantung pada usaha penentuan kemutakhiran peraturan
yvang dapat laporkan dalam bentuk alat seperti indeks
citation atau vang dapat ditangani dengan usaha yang
dilakukan secara rutin seperti pembuatan abstrak
peraturan yang baru ataupun anotasi terhadap peraturan
vang lama.

a. INDEKS CITATION

1) Churchill, Gregory dan Wirawan Martoredijo
Pedoman Pembuatan Tabel Penunjuk Inti Sari Hukum
(TAPIS Hukum)

Jakarta: BPHN (1978), Hal 1-28.

2) TAPIS Hukum

Selesai

Keoesnodiprodjo 1945-1949

"+ Lembaran Negara 1950-1986 _
Bidang Perhubungan Laut 1945-1985
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3) Badan Pembinaan Hukum Na31onal Pusat Dokumen-
tasi Hukum.
Daftar Penunjuk Peraturan Perundang-Undangan
R.I.: Undang-Undang Tahun 1956-~1976
Bandung: Alumni (1978), 185 hal.

4) paftar Peraturan Orde Lama yang telah dicabut.
Jakarta (Tahun 1973)

5} Departemen Pertanian
- Daftar Petunijuk Peraturan Perundang- unda_gan
bidang Pertanian

6) Rosyidi, Muchtar :
Penuntun Perundang-undangan Negara Republik
Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia (1987) 458 hal.

'b. ABSTRAR dan ANOTASI

1) Priyodarminto, Soegeng dan Gregory Churchill
Pedoman Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-
Undangan R.I.

Jakarta: BPHN (1978), Hal. 1-39

2) Badan Pembinaan Hukum Nasional

Abstrak Peraturan Perundang-Undangan Republik
Indonesla

a) Undang—Undang {1966~1978)
Jakarta: BPHN (1979), ix, 146 hal.

b) Peraturan Pemerintah Tahun 1966-1972.
Jakarta: BPHN (1982), xxxxiv, 317 hal.

c) Peraturan Pemerintah Tahun 1973-1979.

" Jakarta: BPHN (1982), xxxix, 322 hal.

d) Keputusan Presiden Tahun 1970- 1979. Jakarta::
BPHN (1984), 1vi, 538 hal.

3) Bulletin Peraturan Perundang-Undangan (Penerhit-
an Bulanan Sekretariat Kabinet Republik Indone-
sia) 1972 dan seterusnvya.

4) Indonesia. Departemen Dalam Negeri.
Abstrak Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri
1972-1983. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

5) Indonesia. Departemen Kesehatan.
. a) Indeks Beranotasi dari Peraturan dan Perun-
) dang-undangan Bidang Kesehatan dan Kedokter-
an. Jakarta: Departemen Kesehatan (1981), 67
hal.
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b} Indeks Berandtasi dari Peraturan dan Perun-
dang-undangan Bidang Kesehatan dan Kedokteran
" gsaerta Peraturan Perundang-undangan lainnva
vang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok
Departemen. Kesehatan. Jakarta: Departemen
Kesehatan, (1982).

6) Indonesia. Departemen Pekerjaan
Umum.
Himpunan Abstrak Peraturan Perundang-undangan
a) Tahap Pertama
b} Tahap Kedua
c) Tahap Ketiga

7) Indonesia. Departemen Perhubungan
Abstrak Peraturan Bidang Perhubungan

8) Jakarta
Abstrak Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

B. YURISPRUDENSI/PUTUSAN PENGADIIAN

16

1. ALAT PENELUSURAN

a. Sistimatik Penggolongan UNPAD
b, Sistimatik Penggolongan Mahkamah Agung

c¢. Kaartsystem Jurisprudentie Hindia Belanda

AGUNG/ PUTUSAN PENGADILZ\N INDONESIA

a. HIMPUNAN RESMI - Himpunan dari sumber resmi dengan
putusan diterbitkan secara lengkap

1) Pengadilan Negeri

a) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri
tahun 12746
Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadil-
an, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan '
Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1976).
Jil1id I : Perdata dan Acara Perdata 154 hal.
Jilid IT : Pidana dan Acara Pidana 191 hal.

b) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum. Himpunan Putusan-
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. putusan Pengadllan—Negerl tahun 1977

Jakarta:r Direktorat Ketatalaksanaan Pengad11~
an, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan
Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1977).
Jilid I (1977): Perdata dan Acara Perdata,
158 hal.

Jilid IT (1977): Pidana dan Acara Pidana, 173
hal. ; )

Triwulan II, Jilid T (1977} Perdata dan

"Acara Perdata, 119 hal.

Jilid IT (1977) Pidana dan Acara Pidana, 191
hal.

Triwulan ITI, Jilid I (1977) Perdata dan
Acarda Perdata 114 hal.

Jilid II (1977) Pidana dan Acara Pidana, 213
hal,

Triwalan IV, Jilid I :{1978) Perdata dan
Acara Perdata 126 hal.

Jilid II (1978) Pidana dan Acara Pidana, 133
hal.

Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan

c)
Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1978
Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadil-
an, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan |
Peradilan Umum, Departemen Kehakiman {(1978}. |
Semester I Jilid I (1978) Perdata dan
Acara Perdata 196 hal.
Jilid IT (1978) Pidana dan Acara Pidana
188 hal.
Semester ITI Jilid I (1979) Perdata dan
Acara Perdata 234 hal.
Jilid IT (1979) Pidana dan Acara Pidana
171 hal.

d} Indonesia. Direktcrat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1979
Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadil-
an, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan
Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1979).
Semester T Jilid I {1979) Perdata dan Acara
Perdata 210 hal.
Jilid IT (1979) Pidana dan Acara Pidana 211
hal.
Semester IT Jilid I (1980) Perdata dan Acara
Perdata 218 hal.
Jilid 11 (1080) Pidana dan Acara Pidana 196

i, hal
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putusan Pengadilan-Negeri tahun 1977 .
Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadil-
an, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan
Peradilan Umum, Departemen Rehakiman (1977).
Jilid I (1977): Perdata dan Acara Perdata,
158 hal.

Jilid IT (1977): Pidana dan Acara Pidana, 173
hal. ) '

Triwulan II, Jilid I (1977) Perdata dan

' Acara Perdata, 119 hal.

Jilid IT¥ (1977) Pidana dan Acara Pidana, 191
hal.

Triwulan III, Jilid I (1977) Perdata dan
Acara Perdata 114 hal.

Jilid IT {(1977) Pidana dan Acara Pidana, 213
hal.

Triwulan IV, Jilid I :{1978) Perdata dan
Acara Perdata 126 hal.

Jilid II (1978) Pidana dan Acara Pidana, 133
hal.

Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan

c)
Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1978
Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadil-
an, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan
Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1978).
Semester T Jilid I {1978} Perdata dan
Acara Perdata 196 hal.
Jilid 11 (1978) Pidana dan Acara Pidana
188 hal.
Semester II Jilid I (1879} Perdata dan
Acara Perdata 234 hal.
Jilid IT (1979) Pidana dan Acara Pidana
171 hal.

d} Indonesia. Direktcrat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1979 -
Jakarta: Direktorat Ketatalaksanaan Pengadil-
an, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan
Peradilan Umum, Departemen Kehakiman (1979).
Semester I Jilid I {1979) Perdata dan Acara
Perdata 210 hal.
Jilid II (1979) Pidana dan Acara Pidana 211
hal.
Semester II Jilid I (1980) Perdata dan Acara
Pardata 218 hal.
Jilid ITI (1980) Pidana dan Acara Pidana 196

Uy hal. -
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Indonesia.” Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum.

Hlmpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1980. Jakarta: Direktorat Jenderal

Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen
Kehakiman.

Semester I Jilid I (13%80) Perdata dan Acara
Perdata 204 hal. -

Jilid II (1980) Pidana dan Acara Pidana 229
hal.

Semester II Jilid I (1981} Perdata dan Acara
Perdata 227 hal.

Jilid IT (1981) Pidana dan Acara Pidana 209
hal. .

Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum.

Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1981l. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen

. Kehdkiman.

Semester I Jilid I (1981) Perdata dan Acara
Perdata 278 hal.

Jilid IT (1981) Pidana dan Acara Pidana 254
hal.

Semester ITI Jilid I (1982} Perdata dan Acara
Perdata ... hal.

Jilid 1T (1982) Pldana dan Acara Pidana ...
hal.

Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum.

Himpunan Putusan-putusan Pengad11an~Neger1
tahun 1982. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen
Kehdkiman.

Semester I Jilid I (1982) Perdata dan Acara
Perdata 232 hal.

Jilid 1T (1982) Pidana dan Acara Pidana 190
hal.

Semester II Jilid I (1983) Perdata dan Acara :
Perdata 207 hal.

Jilid IT {1983) Pidana dan Acara Pidana 341
hal.

. Indonesia. bDirektorat Jenderal Pembinaan

Badan Peradilan Umum.

Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1983. Jakarta: Direktorat Jenderal

Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen
Kehakiman. B 3
Semester I Jilid I (1983) Perdata dan Acara
Perdata 232 hal.

Jilid ITI (1983) Pidana dan Acara Pidana 253

hal.
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- Semester II‘Jilid'I {1984) Perdata dan Acara
Perdata 380 hal.
Jilid IT (1984) Pidana dan Acara Pidana 394
hal.

i) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum,
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri-
tahun 1984. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen
Kehakiman. . |
Semester I Jilid T (1984} Pidana dan Acara
Pidana 449 hal.
Jilid IXI (1984} Perdata dan Acara Perdata 421
hal.
Semester II Jilid I (1985) Pidana dan Acara
Pidana 440 hal.
Jilid II (1985} Perdata dan Acara Perdata 410
hal.

7} Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan-putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1985. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen
Kehakiman, ‘ :
Semester I Jilid I (1985) Perdata dan Acara
Perdata 337 hal.
Jilid II (1985) Pidana dan Acara Pidana ...
hal.
Semester IT Jilid I (1986) Perdata dan Acara
~Perdata ... hal. , :
Jilid II (1986) Pidana dan Acara Pidana 283
hal.

k) Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan Peradilan Umum.
Himpunan Putusan=-putusan Pengadilan-Negeri
tahun 1986. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Badan Peradilan Umum, Departemen
Kehakiman.
Semester I Ji1lid I (1986) Peirdata dan Acara
Perdata 439 hal.
Jilid ITI {(1986) Pidana dan Acara Pidana 385
hal. ‘ : ‘
Semester ITI Jilid I (1987) Perdata dan Acara
Perdata 355 hal. ,
Jilid IT {(1987) Pidana dan Acara Pidana 342
hal.

1) Indonesia. Direktorat Patent dan Hak Cipta.
) Keputusan-keputusan Pengadilan tentang
h Sengketa Merek 1964-1970
Jakarta: Direktorat Patent dan Hak Cipta,
Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang?an,

Departemen Kehakiman (1980) 95 hal.
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2) Pengadilan Tinggi

3) Mahkamah Agung

"a) Indonesia. Mahkamah Agung
Bunga Rampai Hukum dan Yurisprudensi.
Jakarta: Proyek Yurisprudensi, Mahkamah Agqung
(1979) 153 hal. [Yurisprudensi di lampiran |
hal. 34-153]

b} Indonesia. , Mahkamah Agqung
Yurisprudensi Indonesia
I/69, Jakarta (31 Januari 1969) 134 hal.
I1/69, Jakarta (1969) 129 hal.
III/69, Jakarta (1969) 129 hal.
IV/69, Jakarta (1969) 155 hal.

¢) Indonesia. Mahkamah Agqung
Yurisprudensi Indonesia
I-II-III-IV/69, Jakarta (1976), 799 hal.
Telah dihimpun kembaii.

d) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia
I/70, Jakarta (1970} 119 hal.
II/70, Jakarta (1970) 150 hal.
IITI/70 Jakarta (1970) 129 hal.
Iv/70, Jakarta (1970) 145 hal.

e) Indonesia. Mahkamah Agqung
Yurisprudensi Indonesia 1970
Jakarta {(1977) 586 hal. (i-xi). Telah
dihimpun kembali dengan ejaan baru.

f) Indonesia. Mahkamah Agung -
Yurisprudensi Indonesia
I/71, Jakarta (1971) 123 hal.
II/71, Jakarta (1971) 120 hal.
I11/71, Jakarta (1971) 93 hal.
Iv/71, Jakarta (1971} 115 hal.

g} Indonesia. Mahkamah Agqung
Yurisprudensi Indonesia 1971
Jakarta {1978) 465 hal. (i-xxiii)
Telah dihimpun kembali dengan ejaan baru

h) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia
I/72, Jakarta (1%972) 204 hal.
II/72, Jakarta {(1972) 115 hal.
ITI/72, Jakarta (1972) 109 hal.

IVv/72, Jakarta (1972) 89 hal.
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1)

3)

k)

1)

m}

n)

o)

q)

r)

s}

t)

u}
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Indonesia. -Mahkamah Aqung

Yurisprudensi Indonesia 1972

(I-II-IXI-IV/72) Jakarta (1979) xv + 524 hal.
(i=xv). Telah dihimpun kembali dengan ejaan
baru o

Indonesia Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia
I-II-ITI-IV/73, Jakarta (1975) 571 hal.

Indonesia Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1974
Jdakarta (1976} 453 hal.

Indonesia Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1975
Jakarta (1977) 649 hal.

Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1976
Jakarta (1978) xxvii + 646 hal. (i-xxvii)

Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1977 - I
Jakarta (1979) xxv + 582 hal. (i~-xxv)

Indonesia. Mahkamah Agqung
Yurisprudensi Indonesia 1977 - II
Jakarta (1980) xxii + 424 hal.

Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1978 -~ I
Jakarta (1981} xviii + 276 hal.

Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1978 - II
Jakarta (1981) xviii + 280 hal.

Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1979 - I
Jakarta (1982) xiv + 239 hal.

Indonesia Mahkamah Agung '
Yurisprudensi Indonesia 1979 - II
Jakarta (1982) xiii + 287 hal. (i-xiii)

Indonesia. Mahkamah Agung

Yurisprudensi Indonesia 1980 - I
Jakarta (1983) xv + 331 hal.

Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1980 - II
Jakarta (1983) xiv + 332 hal.
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v) Indonesia. Mahkamah Aqung
Yurisprudensi Indonesia 1981 - I
Jakarta (1983) =xiv + 320 hal.

w) Indonesia. Mahkamah Aqung
Yurigprudensi Indonesia 1981 -~ II
Jakarta (1984) xiii + 322 hal.

%) Indonesia. Mahkamah‘hgung
Yurisprudensi Indonesia 1982 - I
Jakarta {1984) xiv + 290 hal.

vy} Indonesia. Mahkamah Aqung
. Yurisprudensi Indonesia 1982 - II
Jakarta {1984) xii + 260 hal.

z) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1983 -~ I
Jakarta (1985) xiv + 288 hal.

aa) Indonesia. Mahkamah Agung
" Yurisprudensi Indonesia 1983 - II
Jakarta (1985) xiii + 294 hal.

bb) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1984 - T
Jakarta (1986) xvii + 241 hal.

cc) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1984 - II
Jakarta (1986) =xvi + 257 hal.

dd} Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1985 - I
Jakarta (1987} xv + 249 hal.

ee) Indonesia. Mahkamah Agung
Yurisprudensi Indonesia 1985 - IT
Jakarta {(1987) xv + 249 hal.

ff) Indonesia. Mahkamah Agung
Putusan~putusan Mahkamah Agung: Tkuran
Hukuman dalam Kasasi .

; ' Jakarta: Proyek Yurisprudensi (1982 188 hal.

4) pPengadilan Agama

| a) Indonesia. Departemen Agama =

5 Himpunan Putusan Kasasi tentang Peradilan
Agama

Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan
Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan.
Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama
{1984) wviii + 282 hal.

::f/‘
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b}

c}

d)

e)

£}

g)

h)

i)
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Himpunan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama

(1978/1979)
Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan

Agama, Departemen Agama (1979) xv + 344 hal.

Indonesia. Departemen Agama

Himpunan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama
{1979/1980)

Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan
Agama, Departemen Agama (1980) xii + 285 hal.

Indonesia. Departemen Agama

Himpunan Putusan Penetapan Agama (1980/1981)
Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan
Agama, Departemen Agama (1981) ix + 406 hal.

Indonesia. Departemen Agama

Himpunan Fatwa Pengadilan Agama

Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan
Agama, Departemen Agama (1981) 138 hal.

Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama

Yurisprudensi Badan Peradilan Agama 1979
Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan

‘Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama
(1979) 135 hal.

Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama o '
Yurisprudensi Badan Peradilan Agama 1980/1981
Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama
{1981) ... hal.

Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama

Yurisprudensi Badan Peradilan Agama 1981/1982
Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama
(1982) 220 hal.

Indonesia. Pirektorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama = '
Yurisprudensi Badan Peradilan Agama 1982/1983
Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama
(1983) wviii + 204 hal.

- 23




24

5)
6)

7)

8)

1)

k)

1)

Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan
Peradllan Agama

{1983/1984)

Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradllan
Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama
(1987) v + 196 hal.

Indonesia. Dllektorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama

Yurisprudensi Badan Peradilan Agama
(1984/1985)

Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama
{(1986) ... hal.

Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama

Yurisprudensi Badan Peradilan Agama
(1985/1986)

Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama
{1987) 237 hal. :

Pengadilan Militer

Pengadilan Tata Usaha Negara

Mahkamah Pelayaran

a)

Indonesia. Mahkamah Pelayaran
Kumpulan Keputusan Mahkamah Pelayaran
Jakarta: Kepaniteraan Perkara Mahkamah

Pelavaran
Jilid I : Tahun 1985 (1986) 289 hal.
Jilid IT : Tahun 1986 (1987) 382 hal.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

a)

b}

Kodifikasi Putusan Panitya Penvelesaian

Perselisihan Perburuhan Pusat [Bulanan]

Kumpulan Keputusan? Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat P4P) Tahun 1980
Jakarta: Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (1981) 30 hal.

b. RINGKASAN RESMI -~ Ringkasan dari sumber resmi

dengan kaedah-kaedah dan pertlmbangan—pertlmbangan
hukum saja.
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1) Indonesia. Departemen Agama

Law Report Putusan/Penetapan Pengadilan Agama

a)

b)
a)

d)

e)

2) Indeonesia.

1977

1978
1979

1980
1981

~Jakarta: Proyek Pembinaan

Badan Peradilan Agama (1980}

Jakarta: Proyek Pembinaan

Badan Peradilan Agama (1981) 153 hal.

Jakarta: Bagian Proyek
Pembinaan Administrasi Tukum dan
Peradilan Agama (1982) 153 hal.

Pengadilan. o .
Law-Report 1975/1976: Putusan—-Putusan Pengadilan

Direktorat Ketatalaksanaan

Negeri Jakarta:-Direktorat Ketatalaksanaan
Pengadilan, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan
Peradilan Umum, Departemen Kehakiman(1976)
Jilid I ©Perkara Perdata dan Acara Perdata
51 hal.

Jilid II Perkara Pidana dan Acara Pidana

3) Indonesia.

79 hal.

Peradilan.

Law Report

K

Direktorat Pembinaan Administrasi

1973 Putusan-Putusan Pengadilan

Negeri dan
Direktorat
Direktorat
Peradilan,

Jiligd I
hal.
Jilid ITI Perkara Pidana dan Acara Pidana.

Pengadilan Tinggi. Jakarta:
Pembinaan Administrasi Peradilan,
Jenderal Pembinaan Badan-Badan
Departemen Kehakiman (1373)
Perkara Perdata dan Acara Perdata, 125

4) Indonesia. Mahkamah Agung. _
Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agqung

Indonesia.

Jilid I
hal.

Jilid II
275 hal.
Tambahan I (1985?) xiii # 54 hal.

Jakarta: Proyek Yurisprudensi,
Mahkamah Agung (1977}

Hukum Pidana dan Acara Pidana x + 98

Hukum Perdata dan Acara Perdata xxvii

5) Haslil Inventarisasi Yurisprudensi di daerah

a) Pembinaan Hukum Yurisprudensi di Sumatera |

Bagian Selatan (Proyek tahun 1976/1977) .-

Palembang: Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya & Pengadilan Tinggi Palembang.

Buku I

Buku II : Hukum Pidana (1977) vii + 65 hal.
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b)

c)

d)

e}

£)

g}

h}

Pembinaan Hukum Yurisprudensi di Sumatera

Bagian Selatan (Proyek tahun 1977/1978).

Palembang: Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya & Pengadilan Tinggi Palembang.

Buku I : Hukum Perdata (1979) viii + 93 hal.
Buku II : Hukum Pidana (1978) viii + 52 hal.
YurlsprudenSL Daerah Istimewa Aceh.
Darussalam - Banda Aceh: Fakultas Hukum dan
Pengetahuan Masvarakat, Universitas Syiah
Kuala & Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Buku ¥ : Hukum Perdata (1977) viii + 45
hal. .

Buku II : Hukum Pidana (1977) v + 28 hal.
Buku III : Hukum Perdata (1978) xiii + 75
hal.

Buku IV :+ Hukum Pidana

Buku V :+ Hukum Perdata (1979) xv + 104
hal. :

Buku VI : Hukum Pidana (1979) xiv + 36 hal.

Buku VII : Hukum Perdata (1980) xii + 89
hal.

Buku VIIT Pidana (1981) xii + 51 hal.

o
™
=
o
=

Yurlspruden31 Jawa Barat tahun 1969-1972
Bandung: Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran (1974)

Buku I : Hukum Perdata xiii + 154 hal.
Buku II : Hukum Pidana x + 97 hal.

Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1974-1975
Bandung: Direktorat Jenderal Pembinaan
Badan-Badan Peradilan, Departemen Kehaklman
{(1976?).

Buku I : Hukum Perdata 72 hal., lamp.

Buku II : Hukum Pidana xiv + 46 hal., lamp.

Yurisprudensi Jawa Timur 1975-1976
Surabaya, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga & Pengadllan Tinggi Jawa Timur
(1976).

Buku I : Hukum Pidana 254 hal, lamp.
Buku II : Hukum Perdata 168 hal.

Yurisprudensi Jawa Timur 1975-1976

Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan
Peradilan Umum, Departemen Kehakiman {1978)
Buku I : Hukum Pidana 254 hal, lamp.

Buku IT : Hukum Perdata 168 hal.

Yurisprudensi Kalimantan Selatan.

Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat & Pengadilan Tinggi
Kalimantan Selatan/Tengah/Timur (1977)
Buku I : Hukum Perdata

Buku II : Hukum Pidana
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i} Yurisprudensi Sumatera Barat.
- Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan
Masyarakat, Universitas Andalas dan
" Pengadilan Tinggi Sumatera Barat -~ Riau.
Buku I : Hukum Perdata dan Hukum Acara
Perdata (1978) xviii + 77 hal.
Buku II : Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
{1978) xv + 33 hal.
Buku IIT: Hukum Perdata dan Hukum Acara
Perdata (1981} wviii + 101 hal.
i) Yurlspruden51 Sumatera Utara
Medan: Fakultas Hukum dan Pengetahuan
Masyarakat, Universitas Sumatera Utara &
Pengadilan Tinggi Medan.

Buku I : Hukum Perdata {1975} vii + 46 hal.
Buku IT : Hukum Pidana (1975) vi + 30 hal.
Buku III : Hukum Perdata (1976) vii + 60 hal.
Buku IV : Hukum Pidana (1976) v + 29 hal.
Buku V : Hukum Perdata (1977) xiv + 39 hal.

k) Yurlspruden51 Wllayah Hukum Pengadllan Tinggi
Irian Jaya. Jayapura: Fakultas Hukum,
Ekonomi dan Sosial, Universitas Cenderawasih
& Pengadilan Tinggi Irian Jaya.

Buku I =~ : Hukum Pidana (1980) 40 hal.
Buku IT : Hukum Perdata {1980) vi + 84 hal.

1} Yurisprudensi Wllavah Hukum Penqadllan Tinggi
Ujung Pandang
Ujung Pandang: Pengadilan Tinggil U]ung
Pandang & Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.
Buku I ¢ Hukum Pidana (1980) ii + 25 hal.
Buku II : Hukum Perdata (1980) ... hal.

c. HIMPUNAN NON~RESMI - Himpunan dari sumber non-resmi
dengan putusan diterbitkan secara lengkap

1) Abdurrahman
Himpunan Yurisprudensi Hukum Agraria
Bandung: Alumni (1980) 890 hal.
{(Seri Hukum Agraria VI)

2) Ali, Chidir
Himpunan Yurisprudensi Hukum Adat Batak
Bandung: Tarsito (1978) 508 hal.

3) Ali Chidir _
“Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia
1 : :

Jakarta: Pradnya Paramita (1982) vii + 632 hal.
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4) Ali, Chidir
Hukum Adat Bali dan Lombok Dalam Yurisprudensi
Indonesia
Jakarta: Pradnya Paramita (1979) 222 hal.

5) Ali, Chidir
Hukum Adat Mlnanqkabau Dalam Yurisprudensi
Indonesia
Jakarta: Pradnya Paramita (1979) 57 hal.

6) Ali, Chidir
Yurlspruden51 Aneka Perjagjlan
Bandung: Alumni {1981) 1068 hal.

7) Ali, Chidir . = .
Yurlspruden31 Hukum Acara Perdata Indonesia
Bandung: Armico
Jilid 1 (1983) xxiwv + 308 hal.
Jilid 2 (1983} xxv + 359 hal.
Jilid 3 (1984) xx + 337 hal.

. 8) Ali, Chldlr _________
*Yurisprudensi Hukum Agraria Indonesia
Bandung: Armico

Jilid 1 (1984} xxiv + 256 hal.

Jilid 2 {1984) 232 hal.

9) Ali, Chidir
Yurisprudensi Hukum Daqang
Bandung: Alumni (1982) x + 468 hal.

10} Ali, Chidir
Yurisprudensi Hukum Perburuhan
Bandung: Tarsito {1974} 149 hal.

11) Ali Chidir
Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia
Bandung: Armico
Jilid 1 {1984) xx + 318 hal.
Jilid 2 {1985) xx + 317 hal.

! 12) Ali, Chidir
Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia
Bandung: Alma'arif (1979) 437 hal.

i 13) Ali, Chidir
Yurisprudensi Hukum Perikatan
| Bandung: Armico (1983) xx1i + 504 hal.

| 14) Ali, Chidir
i : Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia
"+ Bandung: Armico

Jilid 1 (1986) xxxii + 356 hal.
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15) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Daluwarsa dan
Pelepasan Hak
Bandung: Binacipta (1981) xix + 317 hal. (Seri
Hukum Acara Perdata). :

16) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Adat
Bandung: Binacipta ‘
Jilid 1 (1986) xvii + 492 hal. (Seri Hukum Acara
Pexrdata)

~-17) Ali, Chidir L
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria
Bandung: Binacipta (1979)

Jilid 1: Hak-Hak atas Tanah, Pembebasan
Tanah, Pencabutan Hak atas Tanah,
xii 4+ 499 hal.
Jilid 2: Pengadilan Landreform, Sewa
' Menvewa, Jaminan Kebendaan, Gadai
Tanah, Pengasingan Tanah
: xii + 314 hal.
Jilid 3: Jual-Beli, Wewenang dan Tugas
Keagrariaan, Pendaftaran Tanah
xii + 559 hal.

18) Ali, Chidir. . S
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pembuktian
Jilid 1 : Bandung: Binacipta (1981}
404 hal. {Seri Hukum Acara
. Perdata)
Jilid 2: 837 hal. (Seri Hukum Acara
Perdata)

19) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana
Ekonomi
Bandung: Binacipta {(1982) xx + 327 hal.

20) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana
Korupsi Bandung: Binacipta (1979) xv + 617 hal.

21) Ali, Chidir
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana
Tentara
Bandung: Binacipta
Jilid 1 {1982) x + 395 hal.

22) Ali, Chidir
Yurisprudensli Indonesia tentang Perbuatan
w. Melanggar Hukum (Onrechtmatige Daad)
Bandung: Binacipta (1977) xix 267 hal.
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. 23) Ali, Chidir-
Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan
Melanggar Hukum oleh Penguasa (Onrechmatige
Overheidsdaad)
Bandung: Binacipta (1978) xix 668 hal.

- 24) Ali, Chidir :
Yurisprudensi Indonesia tentang sewa—menyewa
Rumah
Bandung: Binacipta (1982) xxxiv + 231 hal.

25) Ali, Chidir.
a) YurlsprudenSL Mahkamah Pelavaran Indonesia
tahun 1872-1975
Bandung: Binacipta (1981) xv + 500 hal.
(Jilid I Seri Yurisprudensi Mahkamah
Pelayaran Indonesia)

b} Yurlspruden51 Mahkamah Pelayaran Indonesia
| | " Tahun 1976
. . Bandung: Binacipta (1981) x + 204 hal.
; ‘ (Jilid IY Seri Yurisprudensi Mahkamah
' ‘ Pelayaran Indonesia)

c) Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia
tahun 1977
Bandung: Binacipta (1981} ix + 341 hal.
Jilid IITI Seri Yurlspruden51 Mahkamah
Pelayaran Indonesia)

d) Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia
Tahun 1978
Bandung: Binacipta (1981) vii 323 hal.
(T7ilid IV Seri Yurisprudensi Mahkamah
Pelayaran IndoneSLa)

e) Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia’
5 - Tahun 1979

i Bandung: Binacipta (1982) 270 hal.

(Jilid V Seri Yurisprudensi Mahkamah
Pelayaran Indonesia)

f} Yurisprudensi Mahkamah Pelayaran Indonesia
Tahun 1980
- Bandung: Binacipta (1982) ix + 189 hal.
(Filid VI Seri Yurisprudensi Mahkamah
Pelayaran Indonesia) . ‘

26) Badaruzzaman, Mariam Darus
Keputusan-Keputusan tentang Perkara Perdata
Medan: Deli (1962} 399 hal.

: 27) Gautama, Sudarga

i Himpunan Keputusan-— Keputusan Hukum Antar
1 Golongan

| Bandung: Alumni (ke-2, 1973) 404 hal.
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28) Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata
Himpunan Keputusan Merek Dagang:
-Bandung:: Alumni (1987) viii + 476 hal.

29) Nitisasmito, Roespandi
Himpunan Keputusan Pengadilan Negerl/Pkonoml
tentang Perkara~Perkara SubverSL, Penyvelundupan,

Perniagaan Wanita, Perzinahan _
Bandung: Binacipta (1981) 266 hal.

30) Poedjoscebroto, R. Santoso
~ Yurisprudensi Indonesia (Bagian Perdata)
Kumpulan Putusan Perkara Perdata
Bandung: Djambatan (1964) 622 hal.

31) Rubini, I., R. Roechlmat dan M. Chidir Ali

,Agung {1968 -~ 1976)
Bandung: Alumni {1977) 444 hal.

32) Saleh, Roeslan = = .
Keputusan-Keputusan tentang Perkara Pidana
Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada -
{ke-1, 1958) 285 hal.
(ke=2, 1961) 414 hal.

33} Samsudin, Achmad, Yusuf Anwar dan Achmad
Sulaiman All ____________
Yurisprudensi Hukum Keluarga
Bandung: Alumni (1983) xwvi + 480 hal. ({Seri
Hukum Adat I)

34) Samsudin, Achmad, Yusuf Anwar dan Achmad
Sulaiman Ali
Yurisprudensi Hukum Waris
Bandung: Alumni (1983) =xxuxii + 804 hal (Seri
Hukum Adat II)

35) Sihombing, Herman dan Mahjuddin Salim
Hukum Adat Minangkabau dalam keputusan
Pengadilan Negeri di Sumatera Barat
Bandung: Alumni {1975) 180 hal.

36) Soemadipradja, Achmad
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Aqung disertai
kaedah-kaedahnya
Bandung: Alumni (1977) 505 hal.

37) Soetioto, Yetje Saparinah
Himpunan Putusan~Putusan tentang Sengketa~
Sengketa Hukum Perdata :
wYogyvakarta: Kedaulatan Rakyat {(1964) 215 hal.
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38) Subekti
Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung
Bandung: Alumni (1974) 125 hal.

39) Subekti dan J. Tamara
Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum
Adat :
Jakarta: Gunung Aqung {1961) 224 halaman

40) Supomo, Iman
Hukum Perburuhan Bidang Aneka Putusan (P4)
Jakarta: Pradnya Paramita (1976)

Hlmpunan Keputusan—Keputusan dari Mahkamah Agung
Jilid I Mengenai Hukum Acara Pidana

Jakarta: Isabella (1%62) 304 hal.
Jilid IT Mengenai Hukum Pidana

(1967) 570 hal.

|
|
‘ d. RINGKASAN NON-RESMI -~ Dengan putusan
{ _ diterbitkan dalam ringkasan

Inventarlsa51_Rlngkasan,Tullsan—Tulisan dan
Yurisprudensi -dari zaman sebelum tahun 1945
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Departemen Kehakiman (1981) 202 hal.

2) Mangkusubroto, Pietoyo . .

Keputusan—-Keputusan tentang Perkara Perdata
Purwokerto: oleh penyusun (1949-1956} 26 hal.

3) Saleh K. Wantjik
Intlsarl Yurlspruden31 Pidana dan Perdata
Jakarta: Ichtiar Baru (ke-1, 1973) 125 hal.

: Jakarta: Ichtiar Baru (ke-2, 1975) 132 hal.

| Jakarta: Pradnya Pramita (ke-3, 1985) 119 hal.

e. MAJALAH HUKUM - Yang menerbitkan yurisprudensi/
putusan pengadilan secara lengkap

1) Djurnal Hukum - Majalah Bulanan Mahasiswa Hukum
FHUI _
April, Mei, Juni 1972 Ry

; 2?‘Hoekoem - Madjallah Boelanan Perhimpoenan Ahli
| Hoekoem Indonesia. Tahoen I, Nomer I, Maret
” a 1947.
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Bulletin Aneka Perselisihan Perburuhan -

3)
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja =
Kepaniteraan Panitya Penyelesalan Perselisihan
Perburuhan Pusat
Tahun I 1980/81
Tahun IT 1981/82
Tahun III 1982/83
4) Hukum - Madjallah Perhimpunan Ahli Hukum
Indonesia '
Tahun 1951 Nomor 1 :
Tahun 1952 Nomor 1, 2, 3, 4-5
Tahun 1953 Nomor 1, 2-3, 4- S(dlcetak 3-4)
Tahun 1954  Nomor 1, 2-3
‘Tahun 1955 Nomor 1-2, 3, 4-5, 6, 7-8
Tahun 1956 Nomor 1-2, 3-4, 5-6
Tahun 1957 Nomor 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
- Tahun 1958 Nomor 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10
Tahun 1959 Nomor 1-2, 3-4, 5-6, ‘
5) Hukum dan Keadilan - Majalah PERADIN
Tahun I . 1970
Tahun II 1971
Tahun IIT 1972
Tahun IV 1973
Tahun Vv 1974
Tahun VI 1978, No. 4, 5
Tahun VII 1979, No. 7, 9, 10
Tahun VIII 1980, No. 11, 12, 13, 14, 15
Tahun IX 1981, No. 18 .
6) Hukum dan Kemasyarakatan - Fakultas Hukum
' U5U-Medan -
“Nomor 1 Tahun I Januari 1971
Nomor 2/3 Tahun I Juli/Nopember 1971
Nomor 4/5 Tahun III Maret 1973
Nomor 6/7 Tahun III Pebruari 1974
7) Hukum dan Masjarakat - Majalah Ikatan Sarjana
Hukum Indonesia yang kemudian menjadi Majalah
Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia
Tahun 1960 Nomor 1, 2, 3-4-5-6
Tahun 1961 Nomor 1-2, 3~-4-5-6
Tahun 1962 Nomor 1-2-3, 4-5-6
Tahun 1963 WNomor 1
Tahun 1964 Nomor 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Tahun 1966 Nomor 1-2-3, 4-5-6
8) Hukum dan Pembangunan (dahulu Majalah Fakultas
. Hukum Universitas Indonesia)
.. Tahun VII (1977} Nomor 4, 5, 6,
* Tahun VIII (1978} WNomor 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tahun IX (1979) Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6
X {1980) 2, 3, -, 5, 6

Tahun
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Tahun XI (1981) Nomor 1, 2
Tahun XII  (1982) Nomor 1
Tahun XIITI (1983) Nomor 1
Tahun XIV (1984) Nomor 1
2
1
1

™ % W

Tahun XV (1985) Nomor 1,
Tahun XVI (1986) Nomor
Tahun XVII (1987) Nomor
Tahun XVIITI (1988) Nomor
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9) Hukum Nasiocnal - Majalah Lembaga Pembinaan Hukum
Nasional
Nomor 2 'Tahun I Okt, Nop, Des. 1968
Nomor 14 Tahun IV Okt, Nop, Des. 1971

10) Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Nomor 1 Tahun 1971
Nomor 2 Tahun 1971
Nomor 1,2,3 Tahun Vv (1975}
Nomor 1,2,3,4,5,6 Tahun VI (1976)

11) Padjadjaran - Majalah Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Nomor 1/2 Jilid v Januari-April 1974
Nomor 3/4 Jilid v Juli-Oktober 1974
Nomor 1/2 Jilid VI Januari-April 1975
Nomor 3/4 Jilid vI Juli-Oktober 1975
Nomor 1/2  Jilid VII Januari-April 1976

Nomor 3 Jilid VII Juli-September 1976 .
Nomor 4 Jilid VII Desember 1976

Nomor 1 Jilid VIII Triwulan I 1977
Nomor 2 Jilid YIII Triwulan II 1977
Nomor 3 Jilid VIIT Triwulan III 1977

12) Pro Justitia - Majalah Ikatan Alumni Fakultas
Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Nomor Perkenalan (1978)
Nomor Kedua (1978)
Nomor Ketiga {(1978)

13) Sangkala Peradilan
Tahun ke-I, Nomor I Triwulan I (1971)

14) Sriwijaza ~ Majalah Fakultas Hukum Universitas
Sriwlijaya
Tahun ke~II, Nomor 3, Juli/September 1977

15) Varia Pengadilan - Majalah Tkatan Hakim
" Indonesia
Tahun ke-III, Nomor 1-12 (1973)

16} Varia Peradilan - Majalah Hukum Ikatan Hakim
-~ Indonesia .
‘Tahun ke-I (1985/86) Nomor 1-12
Tahun ke-ITI (1986/87) Nomor 13-24
Tahun ke~ III {1987/88) Nomor 25-33
(Juni '88)
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C. TRAKTAT/PERJANJIAN

1.

ALAT PENELUSURAN

a. Agenda Perjanjién Bilateral

b. Agenda Perjanjian Multilateral

BAHAN PRIMER

a.'Keputusan Presiden dan Undéng—undang tentang

Pengesahan (Ratifikasi)

1) Lembaran Negara

2) Himpunan Peraturan Negara

INDONESTIA. Departemen Luar Negeri. Kumpulan Teks
Persetujuan Persetujuan Kebudayvaan antara Republik
Indonesia dan Negara Negara Sahabat. Jakarta:
Departemen Luar Negeri, Direktorat Penerangan dan

Hubungan Kebudayaan (1972), 167 hal, ind.

Ca

a.

United Nations Treaty Services

International Documents Quarterly

PERUNDANG—-UNDANGAN

1. Risalah DPR (DPR“GR, DPRS)

2. Risalah MPR {MPR~GR, MPRS)

3. Terbitan RUU/RPP

E. AKTA RESMT

1. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Baca Vol.

b.

Terbatas, Persercan-persercan Firma atau Komanditer

dan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi-

Bijvoegsel der Javasche Courant: Naamloze
Vaénnootschappen, Vennootschanpen Onder Firma of en
Commandite en Cooperatieve Vereenigingen
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¢. Indeks Tambahan Bérita Negara Republik Indonesia
1946-1978. Jakarta : Pusat Dokumentasi Hukum
(PDH-FHUI) (1980) 359 hal. \ ' §

d. Suplemen Indeks Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia 1978-1980. Jakarta : Pusat Dokumentasi
Hukum (PDH-FHUI) (1982) '

e. Indonesia. Direktorat Jenderal Hukum dan
Per-Undang2an
Himpunan Keputusan Pengesahan Surat Keputusan
Perseroan Terbatas

1) Tahun 1978 (19817?)
Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan
Per-Undang?an, Departemen Kehakiman.

2) Tahun 1979 (19827?)
Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan
Per-Undang?an, Departemen Kehakiman 355 hal

f. Indonesia. Direktorat Jenderal Hukum dan
Per-Undang?an
Himpunan Surat Keputusan Pengesahan Perseroan
Terbatas Tahun 1980 (Jan s/d. Jun 1980)
Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan
Per-Undang?an, Departemen Kehakiman (1983) 137 hal.

2. Anggaran Dasar Yayasan
a. Tambahan Berita Negara- AnQQéfan Dasar
Yayvasan-yayasan

3. Merek

a. Tambahan Berita Negara: Merek-merek. Perusahaan dan -
Perniagaan

1) Ruangan I : Pendaftaran dan pembaharuan
pendaftaran.

2) Ruangan II : Penghapusan berlakunya pendaftaran.

3) Ruangan III : Pencatatan pemindahan hak.
4) Ruangan IV : Pemberitahuan dan perubahan.

5) Ruangan V : Pembetulan

b. Indonesia. Direktorat Jenderal Hukum dan
Per-Undang?®an
Himpunan Merek-merek, 1973~
Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan
Per-Undang?an, Departemen Kehakiman (1974-)

36 Baca Vol. 13, No. 1-2, 1988




1) Bagian perfama‘: merek menurut abjad
2) Bagian kedua : pemilik merek menurut abjad
3} Bagian ketiga : etiket merek menurut nomor

pendaftaran
4) Bagian keempat : jenis barang menurut nomor
pendaftaran
5) Bagian kelima : perubahan menurut nomor
pendaftaran ' '
4., Patent

5. Laporan Tahunan Pemerintah

6. Perubahan Nama Pribadi

Aa.

b.

Berita Negara

Indonesia. Departemen Kehakiman
Himpunan Daftar Surat Keputusan Perubahan Nama
Berdasarkan Undang-undang No. 4/1961.

F. BUKU-BUKU/BAHAN SEKUNDER

1. BIBLIOGRAFI/DAFTAR PUSTAKA

a.

Abdurachman _ L o
Daftar Kepustakaan Hukum Tanah

Banjarmasin: PSHT (1978)

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Dokumentasi
Hukum
1) Bibliografi Hukum 1979

Jakarta: BPHN (1980), 350 hal.

2} Bibliografi Hukum 1980
Jakarta: BPHN (1981}, 260 hal.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Dokumentasi
Hukum .. L .

Daftar Buku/Repustakaan Hukum sumbangan bahan-bahan
untuk pemeragaan visull pembinaan hukum dalam
rangka seminar hukum nasional ke-IV tanggal 26-30
Maret 13979 di Jakarta

Jakarta: BPHN (1979}, 101 hal.

Churchill, Gregory dan Mulyana Kusumah
Bibliografi Hak-Hak Azasi Manusia dan Pengabdian

Hukum
Jakarta: PDH-FHUI (1981)
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e. Churchill, Gregory
"Statement of Recommended Holdings of Indonesian
Legal Materigls" ‘
26 Malaya Law Review 364-439 (1984).

f. Damian, Eddy and Hornick, Robert N.

1) Bibliografi Hukum Indonesia Daftar Pustaka Hukum
Terbitan 1945 s/d 1972 Bandung: Lembaga
Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran (1974), 837 hal. '

2) Supplemen Bandung: Alumni (1981}, 232 hal.

g. Perpustakaan Nasional
Bibliografi Hukum di Indonesia 1945-1981
(disusun oleh W.W. Savangbati dan M.T. Sitorus).
Jakarta: Perpustakaan Nasional, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan (1982) 199 hal.

h. Pringgoadisurijo, Luwarsih
Bibliografi Penerbitan Badan-Badan Pemerintah
Indonesia 1950-1969 '
Jakarta: Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (1971),
412 hal.

Catalogus van de Bibliotheek van den Volksraad
Weltevreden: Landsdrukkeriij (193)), 1235 bb,

: |
2. KATALOG | .

i . a. Katalog Kartu - Pusdok~BPHN, PDH-UI, Perpustakaan
| Nasional, GAMA, d1l1l.

b. Terbitan Katalog - USU, Cornell, ANU dll.-

1) Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara
Daftar Kepustakaan Fakultas Hukum USU Medan
- Jilid I MEDAN: FH-USU (1976), 326 hal.

- Jilid II Medan: FH-USU (1976}, 327-807 hal.

2) Buxbaum, Richard and Gregory Churchill
List of Holdings: Law and Development Program
(vang ditempatkan di PDH~FHUI), (1976)

3., DAFTAR PENAMBAHAN KOLEKST

a. Berita Kepustakaan FHUI di Majalah Hukum dan
Pembangunan
LB

b. bDaftar Tambahan Koleksi Perpustakaan Hukum Badan
Pembinaan Hukum Nasional.

38 Baca Vol. 13, No. 1- 2, 1988




c. Blblloqrafl Nasional Indone51a dari Perpustakaan
Nasional.

d. Library of Congress Accessions List: Southeast Asia

G. DISERTASI/SKRIPSI

1.

Basuki, Sullstyo
"Disertasi Hukum di Indonesia sebagai Informa31 Hukum"
VIII/4 Hukum dan Pembangunan 418-425 {Juli 1978)

Bibliografi Skripsi Universitas Indonesia {Fakultas
Sastra, Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, Fakultas
Ekonomi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan!
1952~-1970

Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan
Koninklijk Instituut voor Taal,-Land-en Volkenkunde
{1979), 169 hal., ind.

Hukum pp. 37-66 Nos. 429-739

Daftar Skripsi dalam Damian, Eddy dan Robert N.
Hornick, Bibliografi Hukum Indonesia 1945~ 1972 hal
619-838

Universitas Indonesia

Abstrak Skripsi Sarjana & Karya Tulis Keahlian Unlver—
sitas Indonesia: Tahun 1979

Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (1980), 401
hal., ind.

Hukum hal. 81-135

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Dokumentasi
Hukum _

 Bibliografi Hukum Nasional 1979

Jakarta: BPHN (1980), hal 349-350

H., MAJALAH HUKUM

ll

Baca Vol.

Basuki, Sulistyo

"Pertumbuhan Majalah Hukum di Indonesia (Dahulu Hindia
Belanda) antara Tahun 1849-1942"

VITIi/2 Hukum dan Pembanqunan 651-667 (Maret 1978)

Daftar Ma}alah Hukum Indonesia (Checklist Majalah
Hukum Indonesia) Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum
(PDH~-FHUI) {(1981) 51 hal. :

Katalog Kartu Subyek Artikel Majalah Hukum (PDH-FHUT)

a. Bééan Pembinaan Hukum Nasional
Indeks Majalah Hukum. Jakarta: BPHN (1974)
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I.

40

b. Badan.Pembinaan_Hukum_Nasional ,
Indeks Majalah Hukum 1980. Jakarta: BPHN (1980)
199 hal. '

Bibliografi Hukum Indonesia 1945-1972

Hulp-Klapper op het Indisch Tijdschrift van het Recht
Deel 110 t/m 120
Batavia: G. XKolff | ), 1976

a. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Abstrak Hukum Indonesia/Indonesian Law Abstracts
1979 (dalam Bahasa Indonesia dan Inggris)
Jakarta: BPHN (1979)

b. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Abstrak Hukum Indonesia/Indonesian Law Abstracts
1980 {(dalam Bahasa Indonesia dan Inggris)
Jakarta: BPHN (1980) 256 hal., ind.

Perpustakaan Nasional
Katalog Majalah Terbitan Indonesia

a., 1779-1927
b. 1928-1941
c. 1942-1980

CLIPPINGS DI BIDANG HUKUM

1.

2-

3.

Hukum dalam Berita-Artikel-Tajuk Rencana

Jakarta: Academica (Jl. Gondangdia Kecil No. 1A Tel:
357865)

Bulanan sejak Januari 1980 {dahulu nama penerbit
adalah Jakarta Clippings Service s/d Februari 1980)

Hukum

Jakarta: Cipta Clipping Agency

(J1. Batu Tulis Raya 52 Lt. II Tel: 360831-
374695-371934)

Mingguan sejak Januari 1980

Hukum : .

Jakarta: Clippings Service Agency (J1. Jambrut No. 2-4
d/h J1. Kramat VIII/2-4, tel: 345386) ‘
Harian sejak ? (PDH sejak Januari 1976).

Hukum

Jakarta: Clipping Service

Jalan Lautze No. 62C Krekot, Jakarta Pusat
Tel: 375249

Perpustakaan Nasional o
Indeks Berita dan Artikel Surat Kabar
Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan.
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